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Bab V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dapat diambil berdasarkan uraian-uraian di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan ekonomi di era globalisasi menghasilkan adanya kebutuhan bagi 

ASEAN untuk membentuk ekonomi yang terintegrasi. Tujuan ini diharapkan untuk 

dicapai dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam Cetak Biru MEA 

2015, 4 (empat) pilar pembentukan MEA yaitu menjadikan ASEAN sebagai pasar 

tunggal dan pusat produksi, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif, menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan integrasi ke ekonomi global. Sebagai 

organisasi non-supranasional, perjanjian-perjanjian dibentuk negara-negara anggota 

ASEAN sebelumnya tidak memaksa atau diletakkan di atas kedaulatan negara. Di sisi 

lain, Cetak Biru MEA memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara anggotanya 

yang baru dirasakan dalam perjanjian dibentuk ASEAN. Terdapat dorongan bagi tiap 

negara anggota untuk menjalankan Cetak Biru guna mencapai tujuan bersama 

ASEAN yang menghendaki ekonomi yang terintegrasi. 

2. Liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dimulai pada tahun 1995 dengan 

ditandatanganinya ASEAN Framework Agreement on Services. AFAS (ASEAN 

Framework Agreement on Services) adalah persetujuan dan kerjasama dalam rangka 

liberalisasi perdagangan bidang jasa dalam forum ASEAN. Perjanjian antar negara 

ASEAN ini pada prinsipnya mencerminkan keinginan agar sesama anggota ASEAN 

melakukan liberalisasi perdagangan jasa antar negara ASEAN secara lebih luas dan 

lebih mendalam dibandingkan dengan liberalisasi yang ditempuh dalam rangka 

GATS / WTO (General Agreement on Trade in Services / World Trade 

Organization). Dari AFAS sendiri telah dilahirkan 9 (sembilan) Paket Komitmen 
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yang berisi Schedule of Specific Commitment masing-masing negara sejak tahun 

1997-2010. AFAS juga mengatur dibentuknya Mutual Recognition Arrangement 

(MRA) yang mengatur tenaga kerja terampil yang lebih khusus dan memiliki 

kekuatan mengikat yang lebih. Pembentukan Paket-Paket Komitmen dan MRA ini 

membantu negara-negara ASEAN dalam mencapai tujuan liberalisasi perdagangan 

jasa di ASEAN sebagaimana diharapkan dalam Cetak Biru MEA. 

3. Tenaga kerja advokat asing bukan merupakan bagian dari tenaga kerja terampil 

yang sektor jasanya diutamakan dalam Cetak Biru MEA, namun kebutuhan hukum 

yang meningkat dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN mengakibatkan 

adanya urgensi perubahan pengaturan advokat asing di Indonesia. Saat ini, 

penempatan advokat asing di Indonesia diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 

Advokat dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 

2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta 

Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan 

dan Penelitian Hukum, dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tenaga kerja asing di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing. 

4. Pengaruh dari berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Indonesia tidak 

dapat dihindari. Liberalisasi perdagangan jasa merupakan bagian penting yang 

diperhatikan dalam Cetak Biru MEA, dan sekian banyak upaya dilakukan oleh 

Indonesia dalam menjalankan perannya dalam mendukung liberalisasi perdagangna 

jasa di ASEAN. Profesi advokat tidak menjadi pengecualian. Melihat bahwa masih 

ada jenjang yang cukup signifikan antara aturan hukum yagn berlaku di Indonesia 

dibandingkan tujuan integrasi ekonomi di ASEAN, peraturan hukum di Indonesia 
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harus berkembang. Dengan kebijakan dan norma yang ditujukan pada kedua belah 

pihak yang dipengaruhi oleh liberalisasi perdagangan jasa ini, tingkat kesiapan 

Indonesia dalam pengaturan advokat asing di Indonesia akan dapat ditingkatkan. 

Selain itu, pengawasan atas advokat asing juga harus ditingkatkan. Peningkatan ini 

dapat dimungkinkan apabila pengawasan utama bagi advokat asing dilakukan oleh 

organisasi advokat swasta yang berinteraksi langsung dengan para advokat asing ini. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagaimana di atas, maka 

penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:  

1. Dalam menghadapi pasar bebas dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, 

pemerintah harus dapat memastikan terbentuknya peraturan perundang-undangan 

yang dapat mendukung tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga terjalannya 

integrasi ekonomi sebagaimana diharapkan dalam Cetak Biru MEA. Terdapat 

keseimbangan dalam pembentukan kebijakan berkaitan dengan liberalisasi 

perdagangan jasa yang harus diperhatikan agar perkembangan ekonomi Indonesia 

tidak terhambat. 

2. Masyarakat Indonesia harus meningkatkan tingkat kesiapan yang dimilikinya 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tenaga kerja asing tidak hanya 

dilihat sebagai ancaman, tapi juga sebagai pendorong perkembangan tenaga kerja 

lokal sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat dan dapat 

bersaing dengan tenaga kerja asing yang didatangkan pasar terbuka yang terintegrasi 

ini. Perlindungan terhadap advokat Indonesia juga ditingkatkan agar terjadi 

keseimbangan dalam pasar perdagangan jasa advokat antara tenaga kerja asing dan 

lokal 

3. Pemerintah untuk tidak menghambat kinerja advokat asing di Indonesia, tapi 

menjadikan ini kesempatan untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pihak 

yang dapat berkontribusi baik kepada negara maupun bagi kepentingan masyarakat 

Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Pembenahan peraturan mengenai 
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penempatan advokat asing di Indonesia sangat diperlukan guna dapat dipastikan 

liberalisasi perdagangan jasa advokat di ASEAN tidak terhenti, dan perdagangan jasa 

advokat nasional juga tidak terhalang dengan datangnya tenaga kerja asing. 
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